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ABSTRAK
Kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan peraturan daerah sebagai bagian dari hukum administrasi dan penyelenggaraan ketertiban umum. Permasalahan utama yang dikaji berkaitan dengan pelaksanaan kewenangan tersebut dalam praktik serta faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas penegakan hukum administrasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian antara kewenangan normatif yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dengan implementasinya oleh aparatur pemerintah daerah.
Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan normatif digunakan untuk mengkaji pengaturan kewenangan dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja, sedangkan pendekatan empiris digunakan untuk memahami praktik penegakan peraturan daerah dan respons masyarakat. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja telah dirumuskan secara jelas dan bersifat atributif, meliputi pengawasan, pembinaan, penertiban, serta penindakan administratif non-yustisial. Pelaksanaan penegakan hukum lebih dominan menggunakan pendekatan preventif dan persuasif. Efektivitas penegakan dipengaruhi oleh kapasitas aparatur, sarana operasional, koordinasi antarinstansi, serta tingkat kesadaran hukum masyarakat.
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A. PENDAHULUAN
Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat merupakan unsur fundamental dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Fungsi ruang publik sebagai sarana aktivitas sosial, ekonomi, dan mobilitas masyarakat menuntut adanya pengaturan yang jelas serta penegakan hukum yang konsisten. Pemerintah daerah memiliki kewenangan konstitusional untuk mengatur dan mengendalikan pemanfaatan ruang publik melalui instrumen hukum berupa peraturan daerah. Penegakan peraturan daerah diposisikan sebagai bagian dari upaya menjaga kepastian hukum, keteraturan sosial, serta perlindungan kepentingan umum dalam kehidupan bermasyarakat.[footnoteRef:1] [1:  Rifka Yudhi dan Satria Prayoga, Hukum Kepegawaian, Justice Publisher, Bandar Lampung, 2024, hlm. 1–15.] 

Satuan Polisi Pamong Praja berperan sebagai perangkat daerah yang diberikan kewenangan administratif untuk menegakkan peraturan daerah, menyelenggarakan ketertiban umum, dan menjaga ketenteraman masyarakat. Kewenangan tersebut bersifat legal-formal dan melekat langsung pada institusi berdasarkan peraturan perundang-undangan. Tindakan yang dilakukan mencakup pengawasan, pembinaan, penertiban, dan penindakan administratif non-yustisial. Pelaksanaan kewenangan ini bersentuhan langsung dengan masyarakat sehingga memiliki dimensi hukum sekaligus dimensi sosial.[footnoteRef:2] [2:  D. Kusworo, M. N. K. Fauzi, dan Eka Deviani, “Establishment of a National Regulatory Body to Overcome Disharmonization of Natural Resources and Environmental Policies,” International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding, Vol. 9, 2022, hlm. 120–130.] 

Aktivitas ekonomi sektor informal yang memanfaatkan ruang publik menjadi fenomena yang sering menimbulkan persoalan ketertiban. Pemanfaatan fasilitas umum untuk kepentingan ekonomi berdampak pada fungsi ruang publik, kenyamanan masyarakat, serta tata kota. Keberadaan sektor informal memiliki nilai ekonomi dan sosial bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Kondisi tersebut menempatkan penegakan peraturan daerah dalam posisi yang kompleks karena berhadapan dengan kebutuhan ekonomi masyarakat dan kewajiban pemerintah menjaga keteraturan umum. Situasi ini memerlukan pendekatan penegakan hukum yang tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum, tetapi juga mempertimbangkan aspek kemanusiaan dan keadilan sosial .[footnoteRef:3] [3:  Philipus M. Hadjon dkk., Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2011, hlm. 281–285.] 

Kewenangan dalam hukum administrasi negara dipahami sebagai kekuasaan hukum yang sah bagi organ pemerintahan untuk bertindak dalam ruang lingkup tertentu. Kewenangan menjadi dasar legitimasi setiap tindakan aparatur pemerintahan. Sumber kewenangan meliputi atribusi, delegasi, dan mandat. Kewenangan atributif diberikan langsung oleh pembentuk undang-undang kepada suatu organ pemerintahan. Kewenangan delegatif berasal dari pelimpahan kewenangan pejabat yang lebih tinggi. Kewenangan mandat berupa pelimpahan pelaksanaan tugas tanpa pengalihan tanggung jawab hukum. Kejelasan sumber kewenangan menentukan sah atau tidaknya suatu tindakan pemerintahan.[footnoteRef:4] [4:  Richardus Eko Indrajit, Electronic Government: Strategi Pembangunan dan Pengembangan, Andi Offset, Yogyakarta, 2006, hlm. 45–52.] 

Satuan Polisi Pamong Praja memiliki kewenangan atributif dalam penegakan peraturan daerah. Kewenangan tersebut memberikan legitimasi untuk melakukan tindakan administratif terhadap pelanggaran ketentuan daerah. Penegakan hukum administrasi berbeda dengan penegakan hukum pidana karena tidak berorientasi pada penghukuman yudisial. Penegakan hukum administrasi menitikberatkan pada pemulihan ketertiban, pencegahan pelanggaran, dan kepatuhan hukum. Pelaksanaan kewenangan administratif wajib memperhatikan asas legalitas, proporsionalitas, akuntabilitas, serta perlindungan hak asasi manusia.[footnoteRef:5] [5:  Ibid] 

Penegakan hukum dipahami sebagai proses penerapan norma hukum ke dalam realitas sosial. Soerjono Soekanto memandang penegakan hukum sebagai upaya menyerasikan nilai, kaidah, dan perilaku manusia dalam masyarakat. Penegakan hukum tidak hanya bergantung pada kualitas peraturan tertulis, tetapi juga dipengaruhi oleh aparat penegak hukum, sarana pendukung, tingkat kesadaran hukum masyarakat, serta kebudayaan yang berkembang. Keberhasilan penegakan hukum tercermin dari terciptanya keteraturan sosial dan meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap hukum.[footnoteRef:6] [6:  Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2019, hlm. 8–15.] 

Aparatur penegak hukum memiliki peran strategis dalam menentukan efektivitas penegakan hukum. Integritas, profesionalitas, serta kemampuan komunikasi aparatur memengaruhi penerimaan masyarakat terhadap tindakan penegakan hukum. Sarana dan prasarana operasional memengaruhi intensitas dan kesinambungan pengawasan. Tingkat kepatuhan hukum masyarakat mencerminkan efektivitas norma hukum yang berlaku. Nilai budaya memengaruhi sikap masyarakat terhadap aturan dan kewenangan pemerintah. Interaksi faktor-faktor tersebut membentuk dinamika penegakan hukum di tingkat daerah.[footnoteRef:7] [7:  Ibid] 

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk mengkaji ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur kewenangan dan fungsi penegakan hukum administrasi. Analisis normatif difokuskan pada konsep kewenangan, penegakan hukum, serta asas-asas hukum administrasi negara. Pendekatan yuridis empiris digunakan untuk memahami praktik pelaksanaan kewenangan penegakan peraturan daerah dalam realitas sosial. Pendekatan ini memberikan gambaran mengenai kesenjangan antara ketentuan normatif dan implementasi di lapangan.
Data penelitian terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat langsung dalam pelaksanaan penegakan peraturan daerah dan pihak yang terdampak oleh kebijakan penertiban. Data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, literatur hukum, buku teks, serta jurnal ilmiah yang relevan dengan kajian kewenangan dan penegakan hukum administrasi. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif untuk menggambarkan pola pelaksanaan kewenangan, hambatan penegakan hukum, serta implikasi hukum dan sosial yang muncul.

B. HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan peraturan daerah secara normatif telah diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan. Kewenangan tersebut bersifat administratif dan non-yustisial yang mencakup kegiatan pengawasan, pembinaan, penertiban, serta penindakan administratif terhadap pelanggaran peraturan daerah. Ketentuan normatif memberikan legitimasi hukum bagi aparatur untuk bertindak dalam menjaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Kejelasan dasar hukum menjadi indikator adanya kepastian kewenangan dalam struktur pemerintahan daerah [footnoteRef:8] [8:  Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2020, hlm. 102–110.] 

Pelaksanaan kewenangan penegakan hukum administrasi dalam praktik menunjukkan adanya variasi pola tindakan. Tindakan pembinaan dan sosialisasi peraturan daerah menjadi bentuk awal penegakan hukum yang paling sering diterapkan. Pendekatan persuasif digunakan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap aturan yang berlaku. Tindakan penertiban administratif dilakukan pada kondisi pelanggaran yang berulang atau berdampak langsung terhadap fungsi ruang publik. Pola ini menunjukkan bahwa penegakan hukum administrasi tidak selalu diwujudkan dalam bentuk tindakan represif, melainkan lebih dominan pada upaya preventif dan korektif.
Efektivitas pelaksanaan kewenangan dipengaruhi oleh kapasitas sumber daya aparatur. Jumlah personel yang terbatas berdampak pada intensitas pengawasan yang tidak berkelanjutan. Keterbatasan sarana operasional memengaruhi jangkauan dan konsistensi penegakan peraturan daerah. Kondisi ini menyebabkan tindakan penertiban sering bersifat temporer dan tidak berkesinambungan. Fenomena tersebut memperlihatkan adanya kesenjangan antara kewenangan normatif dan kemampuan implementatif aparatur penegak peraturan daerah.[footnoteRef:9] [9:  Rifka Yudhi dan Satria Prayoga, Hukum Kepegawaian, Justice Publisher, Bandar Lampung, 2024.] 

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan hukum masyarakat terhadap peraturan daerah masih beragam. Sebagian masyarakat mematuhi aturan setelah dilakukan pembinaan dan penertiban administratif. Sebagian lainnya menunjukkan kecenderungan untuk kembali melakukan pelanggaran setelah tindakan penertiban dilaksanakan. Pola ini mencerminkan rendahnya internalisasi norma hukum dalam kesadaran masyarakat. Kepatuhan hukum yang bersifat situasional mengindikasikan bahwa penegakan hukum belum sepenuhnya membentuk perilaku hukum yang berkelanjutan.[footnoteRef:10] [10:  Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2019, hlm. 8–15.] 

Temuan tersebut sejalan dengan teori penegakan hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto. Penegakan hukum dipengaruhi oleh faktor hukum, aparat penegak hukum, sarana pendukung, masyarakat, dan kebudayaan. Faktor hukum dalam penelitian ini telah terpenuhi melalui keberadaan peraturan daerah dan peraturan pelaksana. Faktor aparat dan sarana menunjukkan keterbatasan dalam pelaksanaan kewenangan. Faktor masyarakat dan kebudayaan memperlihatkan adanya nilai ekonomi dan kebiasaan sosial yang memengaruhi kepatuhan terhadap aturan [footnoteRef:11] [11:  Ibid] 

Aspek sosial ekonomi masyarakat menjadi variabel penting dalam pelaksanaan penegakan hukum administrasi. Aktivitas ekonomi sektor informal memiliki ketergantungan tinggi terhadap lokasi strategis di ruang publik. Ketergantungan tersebut memengaruhi respons masyarakat terhadap tindakan penertiban. Penegakan hukum yang hanya berorientasi pada kepastian hukum berpotensi menimbulkan resistensi sosial. Kondisi ini menegaskan bahwa penegakan hukum administrasi memiliki dimensi sosial yang tidak dapat diabaikan.[footnoteRef:12] [12:  Rifka Yudhi, “Measuring Access to Justice in Completion of Honorer Employment in Indonesia,” Operations Research, Vol. 4, No. 2, 2023.] 

Kewenangan atributif yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja secara hukum telah memberikan dasar legitimasi yang kuat. Implementasi kewenangan menunjukkan kecenderungan penggunaan diskresi administratif dalam situasi tertentu. Diskresi digunakan untuk menyesuaikan tindakan penegakan hukum dengan kondisi sosial di lapangan. Penggunaan diskresi mencerminkan fleksibilitas aparatur dalam menjalankan kewenangan administratif. Diskresi yang tidak disertai dengan pedoman yang jelas berpotensi menimbulkan inkonsistensi penegakan hukum.[footnoteRef:13] [13:  Philipus M. Hadjon dkk., Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2011, hlm. 281–285.] 

Koordinasi antarinstansi menjadi faktor yang memengaruhi efektivitas penegakan peraturan daerah. Penegakan hukum administrasi membutuhkan keterlibatan instansi lain yang memiliki kewenangan teknis terkait pengelolaan ruang publik dan aktivitas ekonomi masyarakat. Ketidaksinkronan kebijakan antarinstansi berdampak pada lemahnya tindak lanjut pasca penertiban. Penegakan hukum yang tidak terintegrasi berpotensi menghasilkan kondisi pelanggaran yang berulang.
Pendekatan penegakan hukum yang berkelanjutan memerlukan kombinasi antara tindakan administratif dan kebijakan penataan sosial ekonomi. Penegakan hukum yang hanya mengandalkan penertiban administratif tidak cukup untuk menciptakan ketertiban umum jangka panjang. Kebijakan pendukung yang bersifat struktural berperan dalam membangun kepatuhan hukum masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum administrasi lebih efektif ketika disertai dengan mekanisme pembinaan dan pengawasan yang konsisten.[footnoteRef:14] [14:  Ibid] 

Pembahasan ini menegaskan bahwa kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja secara normatif telah memenuhi prinsip legalitas. Tantangan utama terletak pada aspek implementasi kewenangan dalam konteks sosial yang dinamis. Kesenjangan antara norma dan praktik menunjukkan perlunya penguatan kapasitas aparatur, konsistensi kebijakan, serta integrasi pendekatan hukum dan sosial. Hasil penelitian memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum administrasi negara, khususnya dalam penegakan hukum non-yustisial di tingkat pemerintahan daerah.





C. KESIMPULAN
Penelitian ini menunjukkan bahwa kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan peraturan daerah telah memiliki dasar hukum yang jelas dan bersifat atributif. Kewenangan tersebut mencakup pengawasan, pembinaan, penertiban, serta penindakan administratif non-yustisial dalam rangka menjaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
Pelaksanaan penegakan hukum administrasi lebih dominan menggunakan pendekatan preventif dan persuasif. Keterbatasan sumber daya aparatur dan sarana operasional memengaruhi konsistensi pengawasan dan keberlanjutan penegakan peraturan daerah. Tingkat kepatuhan hukum masyarakat masih bersifat situasional dan belum membentuk kesadaran hukum yang berkelanjutan.
Efektivitas penegakan peraturan daerah ditentukan oleh kesesuaian antara kewenangan normatif dan implementasi di lapangan. Penguatan kapasitas aparatur, konsistensi kebijakan, serta integrasi pendekatan hukum dan sosial menjadi faktor penting dalam menciptakan ketertiban umum yang berkelanjutan.
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